
BUPATI TAPIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI TAPIN 

NOMOR 10 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN 

NOMOR 04 TAHUN 2018 
TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 09 TAHUN 2017  

TENTANG  
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TAPIN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TAPIN, 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka menyesuaikan besaran 

biaya pemeriksaan kesehatan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tapin sesuai dengan perkembangan 

tarif biaya pemeriksaan kesehatan yang 

berlaku saat ini di fasilitas pelayanan 

Kesehatan, dan menyesuaikan perkembangan 

harga/nilai sewa rumah jabatan bagi Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tapin yang berlaku saat ini di 

Kabupaten Tapin sesuai dengan hasil penilaian 

yang dilakukan oleh Penilai Publik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

  b.  bahwa dengan diundangkannya Peraturan 

Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 098 

Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

SALINAN 
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dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka 

Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin 

perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan 

melalui perubahan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 

2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin; 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 

Daerah Tingkat II Tapindan Daerah Tingkat II 

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah  

diubah  beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6057); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 

Tahun 2017 tentang Pengelompokan 

Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 

Nomor 098 Tahun 2017 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 98), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 098 

Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 

2020 Nomor 05); 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2022 Nomor 05); 

14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin 

(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 

Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 34); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 04 TAHUN 

2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 

09 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK 

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TAPIN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 

2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2018 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Tapin Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 34) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) diubah, serta diantara 

ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 

(4a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota 

DPRD diberikan dalam bentuk iuran Kelas I kepada Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan melalui APBD. 

(2) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan 

kesehatan (medical check up) dengan besaran biaya paling 

banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang 

secara riil cost, yang bertujuan untuk mengetahui status 

kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan, yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun di rumah sakit umum pemerintah di dalam Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

(4) Dalam keadaan khusus, pemeriksaan kesehatan (medical 

check up) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

dilaksanakan di rumah sakit umum pemerintah di luar 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

(4a)Biaya akomodasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang 

melaksanakan pemeriksaan kesehatan (medical check up) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditanggung masing-

masing pihak. 

(5) Pemeriksaan kesehatan (medical check up) sebagaimana 

dimaksud pada (3) tidak termasuk suami/istri dan anak dari 

Pimpinan dan Anggota DPRD. 

(6) Pemberian Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk 

iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan melalui APBD. 

 

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Negara dan 

perlengkapannya bagi  Pimpinan dan Anggota DPRD melalui 

APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan 

Rumah Negara dan perlengkapannya bagi  Pimpinan dan 

Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diberikan tunjangan perumahan sebesar: 

a. Ketua DPRD sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu 

juta rupiah) perbulan; 

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas 

juta lima ratus ribu rupiah) perbulan; dan 

c. Anggota DPRD sebesar Rp15.300.000,00 (lima belas juta 

tiga ratus ribu rupiah) perbulan. 

(3) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Publik (appraisal) 

yang tidak melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan 

dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. 

(4) Pembebanan pajak penghasilan tunjangan perumahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

3. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB 

VA, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB VA 

PENDANAAN 

 

4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni 

Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15A 

Pendanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD, dan 

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tapin. 

 

Ditetapkan di Rantau 

pada tanggal 06 Juni 2022Oktober 2016 

BUPATI TAPIN, 

 
 
ttd    ttd    

  
M. ARIFIN ARPAN 

Diundangkan di Rantau 

pada tanggal 06 Juni 2022 Oktober 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, 
 

 
Ttd                        ttd 

 
                MASYRANIANSYAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 10 


